Hingga Maret, Nilai Barang Milik Negara yang Dihibahkan Rp 10,08 Triliun
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Sumber gambar:

https://hot.liputan6.com/read/4530992/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam-dan-hukum-negara-
ketahui-pula-ketentuannya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemkeu)
menyatakan hingga Maret 2021 nilai Barang Milik Negara (BMN)' yang dihibahkan
pemerintah pusat mencapai Rp 10,08 triliun dengan 549 persetujuan.

DJKN menyatakan pemerintah daerah (pemda) setidaknya mampu menghemat
anggaran belanja sekitar Rp10,2 triliun tahun ini berkat kebijakan pinjam pakai? dan hibah
BMN dari pemerintah pusat.

Estimasi penghematan ini merujuk pada realisasi pemberian pinjam pakai dan hibah
BMN dari pemerintah pusat ke pemda pada periode Januari-Maret 2021. Rinciannya, BMN
senilai Rp10,08 triliun yang dihibahkan dan BMN Rp120 miliar yang dipinjampakaikan ke
pemda.

"Jadi sesuai nilai BMN-nya, itu penghematannya oleh pemda. Mereka tidak perlu lagi
alokasikan anggaran untuk penyediaan sarana, contoh Rusunawa di Klungkung, itu dari
hibah," ujar Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kemenkeu
Purnama T. Sianturi

Purnama mengatakan selain pemerintah daerah dan pemerintah desa, sejumlah pihak
dimungkinkan mendapat hibah BMN dari pemerintah pusat seperti lembaga sosial, lembaga
kemanusiaan, lembaga budaya, lembaga keamanan, lembaga pendidikan, dan lembaga
komersial.

Adapun syarat aset yang dapat dihibahkan yakni aset tersebut bukan merupakan
barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak
serta tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas-fungsi pemerintahan.
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Catatan Kementerian Keuangan menunjukan nilai BMN yang dihibahkan pada 2020

sebesar Rp 16,55 triliun dengan 2.479 persetujuan. Jumlah ini menurun bila dibandingkan
tahun 2019 yang sebesar Rp 21,33 triliun dengan 3.052 persetujuan.

Sumber berita:
1. https://www.beritasatu.com/ekonomi/768105/hingga-maret-nilai-bmn-yang-dihibahkan-

rp-1008-triliun, 30 April 2021.
2. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210430172924-532-637104/pemda-hemat-

rp102-t-berkat-aset-negara, 1 Mei 2021.

Catatan:
1. Dasar Hukum Hibah Daerah

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah

yaitu:

a.
b.

C.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

2. Pengertian Hibah Daerah

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari

Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah
dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

a.

Hibah Daerah meliputi:
Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal
dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok
masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang
berasal dari Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBN) meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan Pinjaman Luar
Negeri.

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan
melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu
sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha
milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan
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Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan
asas pengelolaan keuangan daerah.

b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan
dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan
hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak
dibiayai dari APBN.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan
besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima
hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah
Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran
hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada
Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri
dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan
mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah
Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian
negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing
Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam
negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan
usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing
Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani dan pagunya
ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan.

Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing
Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan
usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan
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perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan penandatanganan
perjanjian penerusan hibah.

4. Perjanjian Hibah

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi
kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian
penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan
Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah
ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau
pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh masing-masing
kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang
diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang
diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. Perjanjian
Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah;
sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan;
hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan perjanjian Hibah Daerah
wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian
negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh
Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah
diberikan oleh Pemerintah Daerah.

! Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara). BMN yang merupakan bagian dari aset pemerintah
pusat harus dikelola dengan baik sehinga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

? Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai
dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah
memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu.
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